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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis pada bab 

bab sebelumnya, baik teori dan data yang diperoleh. Peneliti menarik 

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan klas II B Kabupaten Sleman sudah 

efektif, berjalan maksimal sesuai dengan yang diisyaratkan 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta 

sesuai dengan sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan, yang salah 

satunya mensyaratkan pembinaan terhadap warga binaan 

pemasyarakatan, tidak boleh hanya untuk  mengisi waktu luang saja 

serta memiliki manfaat bagi warga binaan setelah bebas nanti. 

Seperti keterampilan sablon, keterampilan pertukangan kayu, 

keterampilan cukur rambut, keterampilan pertanian, dan 

keterampilan service elektronik. 

2. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan klas II B Kabupaten Sleman yang 

sudah dilakukan masih memiliki kendala. 
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kendala- kendala yang ditemui dalam pembinaan latihan kerja 

keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan klas II B Kabupaten 

Sleman antara lain : 

a. Kendala pada jumlah petugas Lembaga 

Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan 

jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan. 

b. Kendala pada tempat untuk melakukan pembinaan 

latihan kerja  (Keterampilan). 

c. Kendala dibidang permodalan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti mencoba 

memberikan saran, antara lain : 

1. Perlu penambahan jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan 

yang merupakan tenaga ahli dibidang pemberian pelatihan 

kerja, agar dapat memberikan pembinaan kepada warga binaan 

pemasyarakatan secara optimal, sehingga pembinaan latihan 

kerja tidak hanya berpatokan pada petugas saja, melainkan 

sudah ditangani oleh tenaga ahli dibidangnya dan petugas yang 

biasanya memiliki tugas untuk membina warga binaan 

pemasyarakatan juga menjadi terbantu untuk melaksanakan 

tugasnya, agar fokus pembinaanya dapat terlaksana dan lebih  
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mudah mengawasi warga binaan yang sedang mengikuti 

pembinaan pembekalan latihan kerja keterampilan. 

2. Perlu perluasan bangunan Lembaga Pemasyarakatan guna 

memenuhi atau mencukupi sarana dan prasarana penunjang 

dari proses pembinaan latihan kerja keterampilan di Lembaga 

Pemasyarakatan klas II B Kabupaten Sleman, dengan 

penambahan ruangan diharapkan warga binaan yang mengikuti 

program pembinaan bisa mengekspresikan dirinya dengan 

bebas, tanpa harus tergabung dengan ruangan pembinaan latian 

kerja yang lainya, sehingga diharapkan pembinaan latihan kerja 

dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi untuk kedepanya. 

3.  Perlunya perhatian dari pemerintah untuk memberikan anggaran 

kepada Lembaga Pemasyarakatan, mengingat Lembaga 

Pemasyarakatan memberikan andil yang cukup besar dalam 

membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan agar 

menjadi warga negara yang baik serta tidak mengulangi 

perbuatan jahatnya, dengan modal yang cukup diharapkan 

Lembaga Pemasyarakatan mampu memberikan permbinaan 

yang lebih baik kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai 

bekal mereka untuk kembali ke dalam kehidupan 

bermasyarakat nantinya. 
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